
 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 

NOMOR 8 TAHUN 2011    

 

TENTANG  

 

PAJAK  MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEMBRANA, 

 

Menimbang : a. bahwa Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan merupakan 

sarana untuk mengendalikan pengambilan dan/atau 

pengusahaan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka 

kelestarian  lingkungan, disamping sebagai sumber pendapatan  

daerah yang penting guna membiayai  pemerintahan daerah; 

  b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 

2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian 

Golongan C telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum 

masyarakat;  

c. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan Pajak Mineral 

Bukan Logam Dan Batuan diatur dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan 

Batuan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 

I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655); 

 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

 



3. Undang-undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

 

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2006 

tentang  Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jembrana Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Jembrana Nomor 12); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 

dan  

BUPATI JEMBRANA 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN 

BATUAN. 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jembrana. 

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), 
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atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut 

Pajak, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan 

logam dan batuan,baik dari sumber alam di dalam dan/atau 

permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

7. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan 

batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-

undangan di bidang mineral dan batubara. 

8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Masa 

Pajak  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 

administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 

selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat 

SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 

pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 

tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, 

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 

administratif berupa bunga dan/atau denda. 

14. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 

kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan 

Pajak Daerah, atau Surat Keputusan Pembetulan. 
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BAB II 

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK 

 

Pasal 2 

(1)  Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut 

pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 

(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan 

pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: 

a.  asbes; 

b.  batu tulis; 

c.  batu setengah permata; 

d.  batu kapur; 

e.  batu apung; 

f.  batu permata; 

g.  bentonit; 

h.  dolomit; 

i.  feldspar; 

j.  garam batu (halite); 

k.  grafit; 

l.  granit/andesit; 

m.  gips; 

n.  kalsit; 

o.  kaolin; 

p.  leusit; 

q.  magnesit; 

r.  mika; 

s.  marmer; 

t.  nitrat; 

u.  opsidien; 

v.  oker; 

w.  pasir dan kerikil; 

x.  pasir kuarsa; 

y.  perlit; 

z.  phospat; 

aa.  talk; 

bb.  tanah serap (fullers earth); 

cc.  tanah diatome; 

dd.  tanah liat; 

ee.  tawas (alum); 

ff.  tras; 

gg.  yarosif; 

hh.  zeolit; 

ii.  basal; 

jj.  trakkit; dan 

kk.  Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 4



(3)  Dikecualikan dari Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada        

ayat (2) : 

a.  kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 

nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti 

kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, 

pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel 

listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan 

b.  kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 

merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang 

tidak dimanfaatkan secara komersial; 

 

Pasal 3 

(1)  Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi 

atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan 

Batuan. 

(2)  Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi 

atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

 

BAB III 

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

 

Pasal 4 

(1)  Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 

Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

(2)  Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 

mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar 

atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan 

Batuan. 

(3)  Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-

rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang 

bersangkutan. 

(4)  Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan 

Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, 

digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang 

berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan 

Batuan. 

Pasal 5 

 Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). 

 

Pasal 6 

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan 

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 
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